
■ ILEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TJNGKAT I__________

"JAWA TENGAH

NOMOR : 28 TAHUN 1993 SERI : D NO : 27

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

NOMOR : 3 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROPINSI 

DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya 
pengolah data dan informasi secara elektronik di- 
lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah, oleh karena itu diperlukan lembaga 
yang baku;

b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
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Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah, maka dipandang perlu 
menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja 
Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 
1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan 
Wilayah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja 
Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEM­
BENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA 
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah ;

b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah ;

c. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data 
Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah 
dilingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
Kepala Daerah.

(3) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris 
Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan 
pengolahan data dan informasi secara elektronik di lingkungan Pemerintah 
Daerah berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah sesuai 
peraturan perundang * undangan yang berlaku.
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Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini. Kantor 
Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data 
elektronik berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah 
sesuai dengan peraturan perundang ■ undangan yang berlaku :

b. penyusunan dan penganalisisan data, pengendalian data hasil rekaman 
serta analisis sistem aplikasi:

c. pengendalian arus data masukan dan keluaran, .perekaman, 
pengoperasian komputer, penyimpanan file data, penyediaan dan 
pengamanan perangkat keras komputer;

d. pembimbingan, pembinaan, pengembangan pelayanan dan pengen­
dalian komputerisasi oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah 
Daerah ;

c. pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak ketiga yang berhu­
bungan dengan pengolahan data elektronik sesuai dengan peraturan 
perundang - undangan yang berlaku *,

f. pengelolaan urusan tala usaha Kantor Pengolahan Data Elektronik.

B A B IV

ORGANISASI

Bagian Pertama 

Susunan Organisasi 

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Bagian Tata Usaha ;

c. Bidang Analisis;

d. Bidang Produksi ;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagian Tala Usaha terdiri dari 3 (tiga ) Sub Bagian. Bidang Analisis 
terdiri dari 2 (dua) Seksi dan Bidang Produksi terdiri dari 3 (tiga) 
Seksi.

(3) Bagian dan Bidang dimaksud ayat (I) Pasal ini masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Kantor.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional 
senior selaku Ketua Kelompok.

(5) Bagan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah se­
bagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua 

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik memimpin pelaksanaan tugas 
dan fungsi dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga 

Bagian Tata Usaha 

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, 
perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, ketatalaksanaan, perjalanan 
dinas, menyusun laporan berkala, keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian 
Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan dan perawatan 
rumah tangga, dokumentasi, ketatalaksanaan, perjalanan Dinas dan 
penyusunan laporan berkala;

b. pengelolaan urusan keuangan ;

c. pengelolaan urusan kepegawaian.
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Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Keuangan ;

c. Sub Bagian Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin 
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, 
perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, dokumentasi, ketatalaksanaan, 
perjalanan dinas, penyusunan laporan berkala dan keamanan dalam.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran 
pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan rutin dan 
pembangunan

Pasal 13
I

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi 
kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Analisis

Pasal 14

Bidang Analisis mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisis data, 
mengendalikan data hasil rekaman dan melakukan analisis sistem aplikasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini. 
Bidang Analisis mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan dan pencatatan, analisis dan pengendalian 
data;
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b. pelaksanaan analisis sistem aplikasi.

Pasal 16

(1) Bidang Analisis terdiri dari :

a. Seksi Analisis Data ;

b. Seksi Analisis Sistem.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (l) Pasal ini, dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Analisis.

Pasal 17

Seksi Analisis Data mempunyai tugas :

a. menerima, mengumpulkan bahan dan mencatat jumlah data serta 
meneliti kebenarannya ;

b. melakukan seleksi terhadap data yang masuk;

c. menganalisis kelengkapan data masukan;

d. mengkaji lebih lanjut terhadap perkembangan kelengkapan data;

e. menilai dan memperbaiki data masukan yang merupakan data awal 
dan membuat kelengkapan pengelompokan data ;

f. mengirim data masukan yang telah siap rekam untuk proses 
perekaman data ;

g. memeriksa hasil perekaman data dan pengendaliannya;

h. Mengkoreksi data serta analisis pemecahan masalah ;

i. menerima hasil pengolahan data yang sudah direkam untuk diseleksi.

Pasal 18

Seksi Analisis Sistem mempunyai tugas :

a. menganalisis sistem dan sistem aplikasi;

b. menyusun pedoman pelaksanaan operasional berdasarkan analisis 
sistem;

c. mengeveluasi dan menilai sistem perangkat lunak;

d. . menyusun rencana, merumuskan sasaran, menyempurnakan, me­
rancang dan mengembangkan sistem aplikasi;
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c. membina dan mengkoordinasikan penggunaan sistem aplikasi yang 

sudah berjalan dengan pemakai jasa komputer;

f. melaksanakan studi kelayakan, analisis dan menyusun sistem 

aplikasi serta program spesifikasi;

g. menyusun buku petunjuk operasional, mendokumentasikan hasil 
analisis sistem dan sistem aplikasi.

Bagian Kelima 

Bidang Produksi 

Pasal 19

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian arus 
data masukan dan keluaran, perekaman, operasi komputer, penyimpanan 
file data, penyediaan, perawatan perangkat keras dan perangkat 
komunikasi serta kerjasama teknik.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini. 
Bidang Produksi mempunyai fungsi ;

a. perekaman, penyusunan, pengaturan jadwal produksi, pengoperasian 
komputer serta penyimpanan dan pemeliharaan file data;

b. persiapan penelitian, perbaikan data masukan dan hasil pengolahan 
data serta pengiriman hasil produksi;

c. perawatan instalasi komputer beserta sarana pendukungnya;

d. pengendalian atas arus data masukan dan keluaran ;

c. pelaksanaan kerjasama teknik dengan satuan unit organisasi lainnya.

Pasal 21

(1) Bidang Produksi terdiri dari :

a. Seksi Perekaman Data ;

b. Seksi Pengolahan Data ;

c. Seksi Kerjasama Teknik.

(2) Masing* masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasat ini. dipimpin oleh 
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seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Produksi.

Pasat 22

Seksi Perekaman Dala mempunyai lugas :

a. menyusun jadwal waktu perekaman data ;

b. mengatur penyediaan perangkat keras serta kebutuhan lain untuk 
produksi perekaman dan mencatat bahan yang digunakan untuk 

produksi;

c. melakukan perekaman data dan pencatatan:

d. menyusun, menglasifikasikan dan mengatur penyimpanan file data;

e. memelihara dan menyediakan Cile data untuk pengolahan dala:

f. mengevaluasi dan mengembangkan sistem perekaman data dan 
penyimpanan file :

g. melakukan perawatan terhadap instalasi perekaman serta sarana 
pendukungnya.

Pasal 23

Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas :

a. menentukan jadwal waktu produksi, mengatur dan menyediakan 
penggunaan perangkat keras;

b. melakukan produksi dan pencatatan hasil produksi;

c. melakukan pemantauan pengendalian proses produksi serta mengatur 
pelaksanaan proses pekerjaan;

d. melakukan penyesuaian prioritas, pekerjaan dalam hal terjadinya 
gangguan ;

e. mengatur pengiriman data masukan, hasil keluaran dan program 

komputer;

f. melakukan pengamanan terhadap mesin dan sarana pendukung serta 
kerahasiaan dala.

Pasal 24

Seksi Ketjasama Teknik mempunyai tugas :
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a. menyusun rencana dan melakukan keijasama dengan instansi lain 
dalam penerapan dan pengembangan Teknologi komputer;

b. meneliti dan mengusahakan penyempurnaan sistem aplikasi sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peralatan 
komputer;

c. mengusahakan pengembangan sistem aplikasi program dalam 
meningkatkan pelayanan pemakai jasa komputer;

d. menyusun rencana pengembangan sistem perangkat keras dan 
perangkat komunikasi dalam pengembangan sistem informasi dan 
komunikasi:

e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem komputerisasi 
dalam rangka penyempurnaan sistem informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai lugas melakukan kegiatan 
dalam menunjang tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud ayat (I) Pasal ini terdiri dari 
Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lainnya apabila diperlukan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan 
berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap Pejabat Jabatan Fungsional dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan lugasnya Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik. 
Kepala Bagian. Kepala Bidang. Kepala Sub Bagian. Kepala Seksi dan 
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - 
masing maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas masing - masing.
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Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing - 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah 
yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang 
berlaku.

Pasal 28 V

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pengo­
lahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan meng- 
koordinasikan bawahannya masing - masing serta memberikan bim­
bingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing- 
masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, 
tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi 
dari bawahan,* wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberi­
kan petunjuk- petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

(1) Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lainnya berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Kegiatan - kegiatan dimaksud ayat (I) Pasal ini dikoordinasikan 
dengan bidang terkait.

Pasal 30

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Kantor Pengolahan Data Elektronik menyampaikan 
laporan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan 
selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kantor 
Pengolahan Data Elektronik.
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BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 32

(1) Kepala Kantor Pengolahan Dala Elektronik diangkat dan diber­
hentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang 
sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala 
Daerah alas usul Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh 
Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang - 
undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 33

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang 
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala 
Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

32



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

SEMARANG, 27 APRIL 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT IJAWA TENGAH 

KETUA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

tid

Dr». H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan kcputusannya Nomor 82 
Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa 
Tengah Nomor 28 Tanggal 3 Nopember 1993

Seri : D No. : 27

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

Drs. SOETOMO TJOKROREDJO

Pembina Utama
NIP. 010 024 026.
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR 
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pe­
merintahan dan pembangunan, perlu adanya pengolahan data dan 
informasi secara elektronik, maka pada Tahun 1978 di Jawa Tengah 
telah dibentuk kelembagaan pengolahan data elektronik yang dite­
tapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat l Jawa 
Tengah tanggal 4 Agustus 1979 Nomor OP.210/1979 sebagaimana 
diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Desember 1981 Nomor 
061 / 36 /1981 dan bernama Pusat Pengolahan Data Elektronik 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang berkedudukan sebagai 
Unit Pelaksana Daerah.

Oleh karena Pusat Pengolahan Data Elektronik tersebut belum 
struktural, makauntuk menjamin karier para pejabat/pegawai pada 
Pusat Pengolahan Data Elektronik tersebut diintegrasikan ke 
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi Bagian 
Biro Organisasi dan Tatalaksana berdasarkan Peraturan Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981 
tentang Susunan dan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah 
Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

Dengan semakin meningkatnya beban tugas pengolah data, maka 
bila dilaksanakan oleh lembaga yang berstatus bagian dari unsur Staf
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II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 8

Pasal 9 huruf a

Biro Organisasi dan Tatalaksana. sudah tidak tertampung lagi dan 
perlu dilaksanakan oleh Lembaga yang mandiri.

Berkailan dengan hal tersebut dialas, dan untuk lebih 
memantapkan keberadaan lembaga tersebut serta guna menjamin 
karier para pejabat/ pegawainya, maka Gubernur Kepala Daerah 
Tingkai 1 Jawa Tengah menyampaikan surat kepada Menteri Dalam 
Negeri langgal 30 Maret 1991 Nomor 061/11400 yang isi pokoknya 
mengusulkan untuk meningkatkan kelembagaan Pengolahan Data 
Elektronik di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai Unit 
Pelaksana Daerah,

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusannya 
tanggal 25 Januari 1992 Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dalam ketentuan Pasal 23 
menetapkan bahwa pembentukan organisasi dan tatakerja Kantor 
Pengolahan Dala ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Propinsi 
Daerah Tingkai 1 Jawa Tengah memandang perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja 
Kantor Pengolahan Data Elektronik.'

DEMI PASAL.

; Cukup jelas.

: Pengurusan kepegawaian meliputi pe­
rencanaan kebutuhan pegawai yang diper­
lukan, pengadaan, pengangkatan, ke­
naikan pangkat, mutasi, pemberhentian, 
pengembangan karier, kesejahteraan 
pegawai dan peningkatan ketrampilan 
pegawai sesuai peraturan perundang - 
undangan yang berlaku.

: Cukup jelas.

4 Cukup jelas.

Pasal 9 huruf b dan c

Pasal 10 s.d. Pasal 35
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BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN 
DATA ELEKTRONIK PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah 
Tanggal : 27 April 1993 
Nomor 3 Tahun 1993

KEPALA KANTOR

BAGIAN 
TATA USAHA

1

SU8 BAGIAN 
UMUM

BAGIAN 
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN 
KEUANGAN

BIOANG 
PRODUKSI

I

BIDANG 
ANALISIS 

1

___ J
SEKSI 

ANALISIS DATA ANAUSIS SISTEM

L_ 

SEKSI

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL

I___________
SEKSI 

KERJASAMA TEKNIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH 
KETUA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

tid

ud ISMAIL

<*» 
'J Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO


